
 
 

 

 

 

 

 

RENCANA STRATEGI 

BRPPUPP PALEMBANG 
 

 

 

        2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN 
PUSAT RISET PERIKANAN 
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
2017 



 
2 

 

Penanggung Jawab : 

Dr. Arif Wibowo, M.Si 

(Kepala BRPPUPP Palembang) 

 

Penyusun : 

Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Utomo, M.Si 

Ir. Samuel 

Dr. Dina Muthmainnah, S.Si., M.Si 

Dr. Safran Makmur, S.Si., M.Si 

Siswanta Kaban, S.Si, M.Si 

Ir. Siti Nurul Aida, M.P 

Ir. Syarifah Nurdawati, M.Si 

Yoga Candra Ditya, S.P, M.Si 

Sevi Sawestri, S.Si, M.Si 
Aroef Hukmanan Rais, S.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

SAMBUTAN 

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 

 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, 

Syukur Alhamdulillah bahwa RENSTRA Balai Riset Perikanan Perairan 

Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang telah dapat diselesaikan. 

Terimakasih dan apresisasi saya sampaikan kepada tim penyusun dan seluruh 

kontributor yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen ini. 

Perikanan perairan umum mempunyai peranan penting dan strategis dalam 

pembangunan perekonomian nasional, melalui peningkatan perluasan 

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup 

masyarakat, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan. 

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan terus melakukan langkah-langkah 

strategis dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan lokal dan global serta dinamika sosial 

ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut telah disusun visi, misi, tujuan, sasaran 

strategis, dan program kegiatan riset selama 5 tahun untuk memajukan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya ikan perairan umum daratan agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 

RENSTRA BRPPUPP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian serta pengembangan kebutuhan sarana-prasarana dan sumberdaya manusia 

ke depan. Untuk itu disusun sebagai suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi peneliti dan 

semua unsur penunjang dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan IPTEK untuk 

mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan di perairan umum Indonesaia. 

 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 

 

 

 Kepala Balai 

 

 

 

Dr.Arif Wibowo,  S.P., M.Si. 
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                                                                                           BAB I  

   PENDAHULUAN  

 

 
1. Latar Belakang 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan  berbagai sumber daya alam, salah satunya 

adalah perairan umum daratan. Perairan pedalaman atau perairan umum daratan (inland water) 

adalah semua badan air yang ada di daratan terdiri dari perairan umum (sungai, danau, waduk, 

rawa) dan yang bukan perairan umum (kolam, tambak, sawah). Perairan umum didefinisikan 

sebagai bagian dari permukaan bumi yang secara permanen  atau berkala digenangi air, baik air 

tawar air payau atau air laut  mulai dari  garis pasang surut terendah kearah daratan, badan air 

tersebut  secara alami maupun buatan bukan milik  perorangan.  Secara ekologis perairan umum 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, berbeda dengan kolam pengaruh ekologis dapat 

diatur oleh manusia. Sedangkan menurut  Permen-KP No 29/Permen-KP/2016 yang disebut 

perairan darat  adalah segala perairan yang terletak padasisi darat dari garis air rendah/ dari garis 

penutup mulut sungai. Yang termasuk perairan umum daratan adalah sungai, waduk, danau, rawa 

dan genangan air lainnya. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 

juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa 

pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain  

dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, 

perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan 

pemukiman (Ilyas et al, 1990). Perairan umum tersebut tersebar  di seluruh kepulauan Indonesia, 

terbesar di Kalimantan yaitu  65 % selanjutnya  29 % di Sumatera (Anonim dalam Sukadi et al 

1992). 

Perairan umum mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Jenis organisme air yang 

bernilai ekonomis  antara lain ikan, krustasea, moluska, reptil dan lain lain. Keanekaragaman 

jenis ikan air tawar di Indonesia yang beriklim tropis ini sangat tinggi, di wilayah Paparan  Sunda 

ada  798 jenis ikan, paparan Sahul ada 106 jenis ikan, dan di paparan Walacea ada 68 jenis ikan 

(Kottelat, et al 1993).  

 Perairan umum bertsifat multiguna.  Sektor atau sub Sektor yang menggunakan perairan 

umum yaitu: Pertanian, Perikanan, Perhubungan, Perindustrian, Kehutanan, Perkebunan, 

Pemukiman  yang kesemuanya itu akan berdampak pada ekosistem perairan. Ikan atau organisme 
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air lainnya hidup dalam media air, maka tekanan  terhadap ekosistem perairan  akan berpengaruh 

langsung terhadap kehidupan  ikan. Kegiatan penangkapan ikan juga memberi tekanan terhadap 

sumberdaya perikanan terutama  kegiatan penangkapan dengan menggunakan alat stroom, racun  

masih sering digunakan. Kegiatan penangkapan sudah intensif dan ada indikasi lebih tangkap 

(over fishing), terjadi penurunan populasi ikan dan beberapa jenis ikan menjadi langka seperti 

Belida (Chitala lopis), Tapa (Wallago leeri), Arwana (Shcleropages formosus) dan lainnya. 

Disamping itu kegiatan budidaya ikan juga memberi tekanan terhadap sumberdaya perikanan 

sebagai contoh yaitu  pengambilan benih ikan untuk makanan ikan hias, pencemaran pakan 

buatan (pellet) ke lingkungan perairan. 

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-

2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi 

arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan 

tangkap di laut maupun di perairan umum daratan (PUD). Pelaksanaan pengarus utamaan 

tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-

2025, yakni ñmemantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun 

kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomianò. Selanjutnya, tema tersebut 

dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Badan Riset dan 

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. 

 

2. Produksi Perikanan Tangkap 

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi 

yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di 

desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan 

pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka 

survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari 

nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di 

desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan 
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pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka 

survei.  

Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan 

nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang 

berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui 

ekspor. Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen 

Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena 

dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan 

volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 

5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap 

didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi 

perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%). 

 
                     (Dirjen Tangkap KKP, 2015) 

Gambar 1. Volume produksi perikanan tangkap tahun 2010 ï 2014. 

 

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 

trilyun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan 

umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun 

terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar 

disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut. Untuk lebih jelasnya capaian nilai 

produksi perikanan tangkap tahun 2010-2014 ditampilkan dalam gambar dan tabel berikut. 
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                    (Dirjen Tangkap KKP, 2015) 

Gambar 2. Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2010 ï 2014. 

 

Tabel 1. Nilai produksi perikanan tangkap laut dan perairan pedalaman tahun 2010-2014 

Satuan: Rp Juta 

Nilai 

Produksi 

(Rp Juta) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Rata-rata 

pertahun 

(%)  

Total 64.549.401 70.031.283 79.393.325 101.328.538 108.528.920 10,60 

Laut 59.580.474 4.452.537 72.016.210 93.186.165 99.900.360 10,70 

Perairan 

pedalaman 

4.968.927 5.578.746 7.377.115 8.142.373 8.628.560 9,52 

(Dirjen Tangkap KKP, 2015) 

 

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/ perairan umum 

dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum 

sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. 

Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen 

penting dalam keberlanjutan perikanan periaran umum itu sendiri.  

 

3. Tipe Ekosistem Perairan Umum Daratan 

A. Perairan Sungai 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian perairan umum yang menampung dan 

menyimpan air hujan yang kemudian mengalir ke laut melalui sungai utama. Sungai utama yang 
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merupakan bagian dari DAS dibagi menjadi 3 zona berdasarkan elevasinya, yaitu zona hulu, 

tengah dan zona hilir. Setiap zona memiliki karakteristik yang spesifik dan membedakan zona 

satu dengan yang lain. Karakteristik ini bias berupa kecepatan arus, topografi, vegetasi, dan 

kualitas perairannya. Pada aliranya setiap zona memiliki beberapa karakteristi. Keanekaragaman 

ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis 

ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis 

(Dudley,1996; Husnah et al., 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir 

mempunyai jenis ikan yang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (up-stream) sebagai contoh ikan 

Semah (Tor douronensis), bagian tengah (midle-stream) yaitu ikan Belida (Chitala lopis), dan 

bagian hilir (lower-stream) yaitu Sembilang (Paraplotosus albilabris)(Utomo, et al 2007). 

B. Danau 

Danau merupakan perairan tergenang (lentic water), terbagi atas dua macam yaitu danau 

volkanik dan danau tektonik. Danau volkanik yaitu danau yang terbentuk karena aktivitas 

volkanik membentuk kawah, contohnya Danau Ranau di Sumatera Selatan. Danau Tektonik 

yaitu danau yang terbentuk karena aktivitas tektonik, contoh Danau Towuti di Sulawesi. Salah 

satu fungsi penting ekosistem danau bagi sumber daya ikan yaitu sebagai sumber plasma nuftah, 

dan beberapa jenis diantaranya merupakan ikan endemik yang tidak terdapat di perairan lainnya. 

Contoh ikan endemik di danau adalah ikan depik (Rasbora tawarensis) yang menghuni Danau 

Laut Tawar di Aceh (Weber &de Beaufort, 1916), sedangkan di Danau Matano ada delapan jenis 

ikan endemik dari Genus Telmatherina dan lima spesies lainnya (Hadiaty & Wirjoatmodjo, 

2002). 

C. Waduk 

Waduk merupakan perairan tergenang (lentic water) yang terbentuk karena pembendungan 

sungai. Waduk serbaguna banyak terdapat di Pulau Jawa antara lain Waduk Cirata, Saguling, 

Juanda, Gajah Mungkur, Kedung Ombo, Sempor dan Karang Kates. Waduk serbaguna 

mempunyai fungsi untuk pengairan, pembangkit tenaga listrik, untuk pencegah banjir, pariwisata 

dan perikanan. Perubahan ekosistem sungai yang mengalir menjadi waduk yang tergenang 

menyebabkan perubahan struktur komunitas ikan dan beberapa jenis ikan asli sungai hilang 

terutama jenis ikan yang beruaya menyelusuri sungai. Pada beberapa waduk telah dilakukan 

penebaran ikan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi ikan, sehingga ikan yang 

mendominansi di waduk umumnya ikan introduksi seperti ikan Nila (Oreochromis niloticus). 
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Dalam masa mendatang jumlah waduk akan semakin berkembang seiring dengan kebutuhan 

manusia akan energi listrik dan kebutuhan pangan. 

D. Rawa Banjiran 

Rawa merupakan tipe perairan umum yang relatif tergenang (lentic water), fluktuasi air 

antara musim kemarau dengan musim hujan sangat tinggi, begitu juga fluktuasi air saat pasang 

dan surut, perairannya dangkal, banyak ditumbuhi vegetasi rawa, dan pada umumnya terdapat di 

dataran rendah. Rawa terbagi atas dua macam yaitu rawa pasang surut dan rawa non pasang surut 

(rawa banjiran dan rawa gambut). Rawa pasang surut mempunyai ciri fluktuasi harian yang 

cukup besar, disebabkan oleh air pasang surut air laut. Sedangkan fluktuasi air di rawa banjiran 

disebabkan karena perbedaan musim, saat musim kemarau rawa akan kering dan saat musim 

penghujan rawa akan tergenang. Air rawa gambut pada umumya mempunyai kualitas air yang 

kurang baik yaitu asam dan oksigen rendah, sehingga jenis ikan yang hidup di perairan rawa 

adalah jenis ikan yang tahan terhadap asam dan oksigen rendah. Ikan yang hidup di rawa 

umumnya mempunyai alat pernapasan tambahan untuk mengambil oksigen dari udara misalnya 

ikan Sepat Siam (Trichogaster pectoralis), dan Gabus (Channa striata) (Utomo et al., 2008). 

Sebaran daerah rawa pasang surut maupun rawa banjiran banyak terdapat di Sumatera, 

Kalimantan dan Papua. Tanah Gambut (peat) banyak terdapat di rawa. Gambut mempunyai 

peran terhadap keseimbangan lingkungan terutama menyimpan massa air dan karbon. 

E. Estuaria 

Estuaria merupakan ekosistem yang rumit karena merupakan perairan semi tertutup, 

berhubungan bebas dengan laut sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan 

air tawar. Pengaruh pencampuran kedua massa air tersebut menghasilkan suatu kondisi 

lingkungan dengan komunitas biota yang khas dan dinamis (Supriharyono, 2007). Air asin lebih 

berat dari pada air tawar dengan tingkat salinitas berkisar 18ï27 ă di dasar sungai, akibatnya 

ikan yang lebih menyukai air asin lebih banyak ditemukan di dasar. Demikian juga jarak letak 

batas air tawar bervariasi menurut musim. Pada daerah estuaria banyak terdapat rawa pasang 

surut yang disebabkan pengaruh grafitasi panet (bulan). Contoh beberapa  jenis ikan yang hidup 

di daerah estuaria yaitu  Dukang (Arius stomi), Sembilang (Paraplotosus albilabris), ikan Lidah 

(Cynoglossus feldmanni). 
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4. Biodiversitas Ikan Perairan Umum   

Kepulauan Indonesia yang terletak antara Benua Asia dan Australia menyebabkan 

memiliki kesamaan fauna ikan dengan kedua benua tersebut. Wallace telah menarik garis hayal 

mulai dari selatan Kepulauan Filipina melalui Selat Makasar terus menuju Selat Lombok, sebagai 

garis yang menyatakan perbedaan yang nyata antara unsur-unsur Asia di sebelah barat. 

Berdasarkan penelitian Beaufort (1951) menyebutkan bahwa Indonesia bagian barat (Paparan 

Sunda) yang meliputi Sumatera, Kalimantan dan Jawa dihuni kurang lebih ada 798 jenis ikan 

yang sebagian besar merupakan ikan air tawar asli, daerah Wallace yang meliputi Sulawesi, 

Maluku dan Nusa Tenggara dihuni oleh kurang lebih ada 68 jenis ikan dan bagian timur 

Indonesia (paparan Sahul) yang meliputi Papua dihuni oleh kurang lebih lebih ada 106 jenis ikan. 

Budiman et al., (2002) mengemukakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan 

yang sangat tinggi. Diperkirakan 8.500 jenis ikan hidup di perairan Indonesia (Australian 

Museum) dan merupakan 45% dari jumlah jenis global di dunia, dari jumlah tersebut 1.300 jenis 

menghuni perairan tawar (Kottelat, 1996). Saat ini Museum Zoologi Bogor baru mencatat dan 

memiliki koleksi kira-kira 68% dari jumlah jenis ikan air tawar Indonesia. Berdasarkan jumlah 

jenis ikan air tawar, Indonesia menempati rangking ke dua di dunia setelah Brazil dan pertama di 

Asia. Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai kekayaan sumber 

daya ikan ini masih relatif sangat kecil, tidak saja dari pengenalan jenis tetapi juga pengetahuan 

mengenai potensinya.  

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang  tinggi, ditandai 

dengan keragaman ekosistem, keragaman jenis dalam ekosistem, dan keragaman genetik. 

Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal 

sebagai Negara mega-biodiversity. Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara dengan 

tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi, terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan 

habitat, yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Maka dari itu untuk dapat 

mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan kajian tentang strategi konservasi 

keanekaragaman hayati dan lingkungan di perairan umum daratan di Indonesia, sebagaimana 

tersirat dalam pasal 33 UUD 1945, bahwa perairan umum dikuasai oleh Negara. Pemerintah 

diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan perairan umum yang pelaksanaannya 

dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat. 
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5. Pembangunan Perikanan Perairan Umum  

 

Pemantapan kesiapan bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan 

pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019 ditujukan dalam rangka memantapkan 

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan 

pangan dan kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berbasis SDA yang tersedia, 

SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat. 

Sasaran strategis pembangunan perikanan untuk perairan umum mengacu pada Rencana 

Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah: 

1. Meningkatnya peranan perikanan perairan umum terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan 

nasional. 

2. Meningkatnya kapasitas sentra produksi perikanan perairan umum yang memiliki komoditas 

unggulan disesuaikan dengan jenis dan habitat. 

3. Meningkatnya pendapatan nelayan dan ketersediaan hasil perikanan.  

4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum dan konservasi habitat 

spesifik secara berkelanjutan.  

 

6. Permasalahan  

A. Degradasi Lingkungan 

Bertambahnya jumlah penduduk, pencemaran perairan dan perubahan tata guna 

lahan/perairan mempengaruhi mutu lingkungan habitat ikan, menyempitnya kawasan 

perikanan tangkap, rusaknya tempat pemijahan (spawning ground), pencemaran bahan 

beracun, bahkan terganggunya ruaya ikan. Perubahan iklim global baik pemanasan, 

pendinginan ataupun perubahan siklus musim hujan-kemarau juga akan mempengaruhi 

siklus hidup ikan.  

B. Penangkapan yang tidak bijaksana 

Meningkatnya jumlah penduduk dan pengguna wilayah perairan umum menjadikan 

tingkat pemanfaatan meningkat. Salah satunya adalah kegiatan penangkapan yang 

diperuntukan baik untuk peruntukan konsumsi rumah tangga atau komersial perdagangan. 

Tingkah laku penangkapan yang semakin intensif mendorong masyarakat berlomba 

mendapatkan produksi maksimal yang sudah tidak berimbang dengan sumber daya yang 

tersedia. Hal ini menjadikan timbul kegiatan penangkapan yang membahayakan, baik untuk 
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nelayan itu sendiri dan sumber daya ikan ke depan. Kegiatan perikanan yang dilakukan 

secara tidak bijaksana yaitu tangkap lebih maupun penggunaan alat tangkap berbahaya, 

menggunakan bahan peledak dan beracun akan berdampak terhadap keberlanjutan sumber 

daya ikan. Kegiatan penangkapan merusak juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan 

baik secara permanen atau sementara, baik menimbulkan dampak yang dapat direduksi atau 

tidak tereduksi.  

C. Persaingan pemanfaatan perairan umum 

Perairan umum merupakan perairan multi guna yang dimanfaatkan oleh berbagai 

sektor pembangunan (multisektor) sehingga dapat terjadi persaingan dalam pemanfaatan 

yang didasarkan atas kepentingan masing-masing sektor. Dampak yang mungkin terjadi 

meliputi reklamasi/pengeringan rawa untuk pertanian, reklamasi untuk pemukiman, 

pembuatan  bendungan, dan pembuangan limbah baik dari kegiatan rumah tangga, pertanian, 

pariwisata maupun industri yang semuanya dapat mengganggu kehidupan ikan. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber 

daya ikan yang dampaknya dapat diklasifikasikan menjadi a). Tingkat tekanan tinggi, b) 

Tingkat tekanan  sedang, c). Tingkat tekanan rendah, dan d). Dampak yang belum kelihatan 

nyata. 

¶ Tingkat tekanan tinggi 

Indikator perairan mendapat tekanan tinggi yaitu ada pencemaran bahan organik dan 

anorganik di atas ambang batas mutu air; ditandai terjadi kematian ikan yang berulang kali, 

alih fungsi lahan kelihatan jelas; di sekitar perairan banyak terdapat industri dan perumahan 

penduduk, mengalami pendangkalan, sulit mendapatkan ikan asli, profesi nelayan banyak 

beralih ke profesi lain, hasil tangkapan hanya untuk keperluan rumah tangga atau pasar 

lokal. Contoh perairan umum mendapat tekanan tinggi adalah Sungai Bengawan Solo, 

Sungai Berantas, Sungai Citarum, Waduk Cirata, dan Danau Rawa Pening. 

¶ Tingkat tekanan sedang 

Perairan yang mendapat tekanan sedang ditandai pencemaran bahan organik dan 

anoganik secara temporal dan parsial pada bagian perairan tertentu, terjadi dampak kematian 

ikan namun tidak lama kemudian baik kembali, alih fungsi lahan sudah  kelihatan 

pengaruhnya, pengelolaan oleh kearifan lokal masih ada, masih banyak jenis ikan asli namun 

populasinya cenderung menurun, ada jenis ikan sudah langka bahkan punah, dan masih 
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dijumpai nelayan tetap yang kehidupannya tiap hari mencari ikan dimana hasil tangkapan di 

samping untuk keperluan sendiri juga dipasarkan ke luar daerah baik dalam bentuk segar 

maupun olahan. Contoh PUD yang SD ikan sudah mendapat tekanan sedang antara lain 

Sungai Musi, Sungai Batanghari Jambi, Sungai Barito, Waduk Gajah Mungkur, Waduk 

Kedung Ombo, Danau Laut Air Tawar, Danau Toba, dan Danau Maninjau. 

¶ Tingkat tekanan rendah         

Perairan mendapat tekanan rendah ditandai pencemaran bahan organik dan organik 

yang baru sedikit, alih fungsi lahan mulai kelihatan pengaruhnya, jauh dari perkotaan, masih 

banyak jenis ikan asli namun sudah terjadi penurunan  populasi pada jenis tertentu, 

masyarakat yang tinggal di perairan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tetap, 

hasil tangkapan bukan hanya untuk keperluan sendiri namun juga dipasarkan ke luar daerah 

dalam bentuk segar maupun olahan, dan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan 

berdasarkan kearifan lokal. Contoh perairan yang mendapat tekanan rendah yaitu kawasan 

Danau Sentarum Kalimantan Barat. Waduk Koto Panjang, dan Waduk Riam Kanan.         

¶ Dampak tekanan belum kelihatan nyata 

Sangat sedikit perairan yang tekanannya belum kelihatan nyata, umumnya terletak di 

daerah pedalaman, jauh dari sumber pencemaran, kekayaan jenis ikan asli masih tinggi, 

bahkan masih ditemukan ikan yang tergolong langka, dikelola ketat berdasarkan peraturan 

adat setempat secara turun menurun, dan seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar perairan 

merupakan nelayan tetap, contohnya di Danau Belaram dan Danau Empangau, Kalimantan 

Barat. 

7. Peran Penting Riset Perikanan Tangkap dan Sumber Daya 

Dalam upaya mempertahankan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia perlu 

dilakukan langkah-langkah pengelolaan yang didasarkan atas hasil penelitian/kajian. Karena 

sifat perairan umum daratan berupa kumpulan badan air yang terpisah satu sama lain perlu 

dilakukan karakterisasi masing-masing tipe badan air serta permasalahan yang mungkin timbul. 

Dari hasil penelitian/kajian dilanjutkan dengan tindakan pengelolaan dengan penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konservasi habitat, bioremediasi, restorasi ekosistem, 

pengkayaan stok, perbenihan dan budidaya serta rekayasa sosial. Di samping itu diperlukan 

peraturan dan kelembagaan yang dapat mengatur penangkapan, pengolahan/pascapanen dan 

tata ruang. 
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BAB II  

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  STRATEGI  

 

2.1 PEMBANGUNAN NASIONAL  

2.1.1 Visi 

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun Indonesia, 

pembangunan nasional lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mewujudkan kedaulatan 

pangan, kecukupan energi, dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan 

itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan 

kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan 

masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin 

mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, 

berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak 

menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin 

mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. 

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang 

dihadapi, dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 

2015-2019 adalah: 

ñTerwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong" 

 

2.1.2 Misi 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan 

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara 

hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 
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6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan 

kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

2.1.3 Tujuan 

Tujuan pembangunan nasional pada hakikatnya telah digariskan pada Pembukaan UUD 

1945 yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan 

kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

 

2.1.4 Sasaran Strategis 

Sesuai dengan visi pembangunan ñTerwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royongò, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan 

diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 

1. Sasaran Makro; mencakup pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro. 

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat: mencakup pembangunan bidang 

kependudukan-keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan masyarakat, dan pembangunan masyarakat. 

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; mencakup pembangunan kedaulatan pangan, 

kedaulatan energi, maritim dan kelautan, pariwisata dan industri manufaktur, ketahanan 

air, infrastruktur dasar dan konektivitas. 

4. Sasaran Dimensi Pemerataan; mencakup upaya penurunan kesenjangan antar kelompok 

ekonomi serta meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi 

produktif masyarakat kurang mampu, 

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; mencakup pemerataan pembangunan 

antar wilayah 

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan; mencakup pembangunan bidang 

politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan 

tata kelola pemerintah daerah, serta pertahanan dan keamanan. 
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2.2 PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  

2.2.1 Visi 

Presiden menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini 

menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut 

sebagai sumber kehidupan manusia. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk 

membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi 

pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros 

maritim dunia. Visi KKP adalah:  

ñMewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasis kepentingan nasionalò. 

 

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan 

sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat 

dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan 

dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan 

perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional 

dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara 

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

2.2.2 Misi 

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan 

perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka misi 

KKP adalah sebagai berikut: 

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang 

berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya 

kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan yang berkelanjutan.  
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3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang 

sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. 

 

2.2.3 Tujuan 

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan 

kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:  

Kedaulatan (Sovereignity), yakni : 

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 

2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil 

perikanan, dan keamanan hayati ikan. 

Keberlanjutan (Sustainability), yakni : 

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragamanhayati laut. 

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya. 

5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan. 

Kesejahteraan (Prosperity), yakni : 

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. 

7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan. 

 

2.2.4 Sasaran Strategis 

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang 

diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang 

dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni ñKedaulatanò, 

ñKeberlanjutanò, dan Kesejahteraanò dan dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders 

prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth 

perspective. 
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Gambar 3. Peta Strategis KKP 2015 ï 2019. 

1. Stakeholders Prespective 

Menjabarkan misi ñkesejahteraanò, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan 

dicapai adalah ñterwujudnya kesejahteraan masyarakat KPò, dengan indikator kinerja : 

a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 

menjadi 51 pada tahun 2019. 

b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 

12% pada tahun 2019. 

2. Customer Perspective 

Menjabarkan misi ñkedaulatanò, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai 

adalah ñterwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKPò, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada 

tahun 2019. 

b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada 

tahun 2019.  
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Selanjutnya, menjabarkan misi ñkeberlanjutanò, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang 

akan dicapai adalah ñterwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan 

berkelanjutanò, dengan indikator kinerja: 

a. Nilai pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 

2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019. 

b. Nilai peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 

pada tahun 2019. 

c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 

2019. 

d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 

2019. 

e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 

miliar pada tahun 2019. 

f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/tahun 

pada tahun 2019. 

g. Persentase peningkatan PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan dari 5% pada tahun 2015 

menjadi 15% pada tahun 2019. 

3. Internal Process Perspective 

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan 

oleh KKP, yakni : 

a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah ñtersedianya kebijakan 

pembangunan KP yang efektifò, dengan indikator kinerja indeks efektivitas kebijakan 

pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019. 

b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah ñterselenggaranya tata kelola 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan 

berkelanjutanò, dengan indikator kinerja efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber 

daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, dari 70% pada 

tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019. 

c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah ñterselenggaranya 

pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang partisipatifò, 

dengan indikator kinerja: 
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Å Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 

56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. 

Å Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 70% pada tahun 2015 

menjadi 87% pada tahun 2019. 

4. Learning and Growth Perspective (Input)  

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, 

dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output 

dan outcome KKP. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yakni : 

a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni ñterwujudnya aparatur sipil negara (ASN) KKP 

yang kompeten, profesional, dan berkepribadianò, dengan indikator kinerja indeks 

kompetensi dan integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.  

b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni ñtersedianya manajemen pengetahuan yang 

handal, dan mudah diaksesò, dengan indikator kinerja persentase unit kerja yang 

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 

menjadi 100% pada tahun 2019. 

c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni ñterwujudnya birokrasi KKP yang efektif, 

efisien, dan berorientasi pada layanan primaò, dengan indikator kinerja utama nilai 

kinerja reformasi birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 

2019. 

d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni ñterkelolanya anggaran pembangunan secara 

efisien dan akuntabelò, dengan indikator kinerja nilai kinerja anggaran KKP dari baik 

pada tahun 2015 menjadi sangat baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan 

Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

 

2.3. PEMBANGUNAN PERIKANAN PERAIRAN  UMUM DARATAN  DAN 

PENYULUHAN PERIKANAN  

2.3.1. Visi 

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, 

tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan 

fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat di implementasikan stakeholder 

perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah 
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satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan 

khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, 

analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat diperacaya dalam pembangunan 

perikanan daratan. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan 

Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:  

ñMewujudkan Sains Dan Teknologi Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang 

Berkesinambunganò 

2.3.2. Misi  

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan 

Perikanan memiliki misi sebagai berikut:  

1. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan. 

2. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan. 

3. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan. 

4. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan 

workshop kepada stakeholder. 

5. Menyebarluaskan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk 

publikasi ilmiah dan semi ilmiah. 

2.3.3.  Tujuan  

Rencana strategis BRPPUPP dibuat berdasarkan kondisi perikanan perairan umum 

terkini dan antisipasi ancaman/permasalahan serta alternatif pemecahannya. Rencana 

strategis ini memuat program penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan dalam 

rentang waktu lima tahun ke depan disertai program peningkatan kapasitas BRPPUPP, 

disusun sebagai suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi peneliti dan semua unsur 

penunjang dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan IPTEK untuk 

mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan di perairan umum Indonesia. 

2.3.4. Sasaran Strategis 

Sasaran Strategis BRPPUPP tahun 2015ï2019 berdasarkan tujuan yang akan dicapai 

dibagi dalam empat prespektif yaitu: 
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Gambar 4. Sasaran Strategis BRPPUPP tahun 2015ï2019 

 

1. Stakeholders Prespective 

Menjabarkan misi òpengelolaan SDKPò, maka sasasran strategis pertama (SS-1) yang 

akan dicapai adalah òTerwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan 

berkelanjutanò, dengan indikator kinerja:  

a. Jumlah kawasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan (KPP PUD) yang 

teridentifikasi untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan pada tahun 

2017 diperoleh 1 (satu) paket. 

2. Customer Perspective 

Menjabarkan misi òPenyelenggaraan Riset dan SDMò, maka sasaran strategis ke dua 

(SS-2) yang akan dicapai adalah ò Meningkatnya hasil penyelenggaran Riset dan SDM yang 

mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KPò, dengan indikator 

kinerja: 
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a. Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang PUD yang diusulkan untuk dijadikan bahan 

kebijakan (buah) pada 2015ï2019 ditargetkan 1 paket. 

b. Peningkatan presentase PNBP yang dicatatkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 10 % 

dari 2016. 

3. Internal Process Prespective 

Dalam internal proscess memiliki 3 sasaran strategis. Untuk Sasaran strategis ke 3 (SS-

3) adalah òTersedianya rekomendasi dan masukan kebijakan pembangunan KP yang 

efektifò. Didalam SS-3 ini terdiri dari: 

a. Jumlah karya tulis ilmiah bidang Pengelolaan PUD. Target dari pencapaian IKU ini 

adalah 25 di 2015 dan 30 KTI dari 2016 ï 2019. 

b. Jumlah Wilayah Pengelolaan PUD yang terindentifikasi karakteristik biologi perikanan 

serta habitat sumberdaya, potensi produksi, kapasitas penangkapan ikannya. Nilai yang 

ditargetkan pada IKU ini adalah 8 (delapan) dari 2015 ï 2019.  

Sasaran strategis ke 4 (SS-4) adalah ñTerwujudnya peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas sumberdaya Riset Perikanan dan layanan iptek kelautan dan perikananò. Yang 

didalamnya terdiri dari dua IKU yaitu:  

a. Proporsi fungsional BRPPUPP dibandingkan total pegawai BRPPUPP (%). Target dari 

tahun 2015 pada 50% dan meingkat di tahun 2016 ï 2019 yaitu 53%. 

b. Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BRPPUPP yang ditingkatkan 

kapasitasnya (Satker). Target yang dicantumkan sepanjang tahun 2015 ï 2019 adalah 1 

paket. 

c. Jumlah sarana dan prasarana litbang pengelolaan Perikanan Perairan Umum yang 

ditingkatkan kapasitasnya (PL). Target sepanjang tahun 2015 ï 2019 adalah 1 paket.  

Sasaran strategis ke lima (SS-5) adalah òTerselenggaranya pengendalian dan monitoring 

pelaksanaan program Riset Perikanan dan SDM KPò. Didalamnya terdapat satu IKU yaitu 

Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset litbang KP (%), dimana 

pada 2015 dan 2016 target adalah 88% dan pada 2017 ï 2019 ditargetkan 100%.  

4. Learning and Growth Prespective 

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, 

dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksanakannya proses untuk menghasilkan 
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output dan outcome Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. 

Untuk mendukung hal tersebut, terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni: 

Sasaran strategis ke-6 adalah ò Terwujudnya ASN Pusat Riset Perikanan yang 

kompeten, profesional dan berkepribadianò.  Terdapat beberapa IKU yaitu: 

a. Indeks Kompetensi dan Integritas BRPPUPP (%). 

b. Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup BRPPUPP (Orang). 

Sasaran strategis ke-7 adalah ò Tersedianya manajemen pengetahuan Pusat Riset 

Perikanan yang handal dan mudah diaksesò. Didalamnya tersedia IKU yaitu òPersentase unit 

kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)ò 

dengan target 50% pada tahun 2015 dan 2016, sedangkan pada 2017 ï 2019 ditingkatkan 

mencapai 65%.   

Sasaran strategis ke-8 adalah ò Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pusat 

Riset Perikanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan primaò. Di dalam 

sasaran strategis ini terdapat tiga IKU yaitu: 

a. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BRPPUPP (Nilai). Target dalam IKU ini adalah 

mencapai nilai A (80) pada 2015 ï 2019. 

b. Level Maturitas SPIP BRPPUPP (Level). Target dalam pencapaiannya adalah pada level 

2 pada 2015 ï 2017, dan level 3 pada tahun 2018 ï 2019.    

c. Nilai SAKIP BRPPUPP (Nilai). Ditargetkan diperoleh nilai sakip A pada tahun 2015 ï 

2017, dan nilai AA pada 2018 ï 2019.  

Sasaran strategis ke-9 adalah òTerkelolanya anggaran pembangunan Pusat Riset 

Perikanan secara efisien dan akuntabelò. Didalamnya terdapat dua IKU yaitu: 

a. Nilai kinerja anggaran BRPPUPP (%). Dalam pencapaiannya ditargetkan >85% dar 

tahun 2015 ï 2019. 

b. Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup BRPPUPP (%). Nilai kepatuhan 

ditargetkan mencapai 100% dari tahun 2015 ï 2019.  
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN,  STRATEGI,  DAN KELEMBAGAAN  

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL  

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 telah menetapkan 7 

(tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan, (2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang 

berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan 

pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan 

iklim, (5) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh, (6) Meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan 

memeratakan pembangunan daerah.  

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda 

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:  

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 

pada seluruh warga negara.  

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratis, dan terpercaya.  

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.  

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa 

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi 

domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.  

9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu dimensi pembangunan 
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sektor unggulan yang terkait dengan KKP adalah ñkemaritiman dan kelautanò dan ñkedaulatan 

panganò dengan sasaran pokok nasional sebagai berikut: 

Tabel 2. Sasaran Pembangunan Nasional Sektor Unggulan 

No 
Sasaran Pembangunan Nasional 

Sektor Unggulan 
Baseline 2014 Sasaran 2019 

1 Kedaulatan Pangan 

¶ Produksi Ikan (juta ton) 

12,4 18,8 

2 Maritim dan Kelautan 

¶ Pemberantasan Tindakan 

Perikanan Liar 

o Meningkatnya ketatan pelaku 

usaha perikanan 

 

 

 

52% 

 

 

 

87% 

¶ Pengembangan Ekonomi Maritim 

dan Kelautan 

  

o Produksi hasil perikanan 

(termasuk rumput laut) (juta 

ton) 

22,4 40-50 

o Pengembangan Pelabuhan 

Perikanan 

21 unit 24 unit 

o Peningkatan luas kawasan 

konservasi laut (juta ha) 

15,7 20 

 

1. Agenda/Nawa Cita ke-1: 

Sub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim 

a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara 

terpadu. 

b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut 

sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional. 

c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan 

Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim untuk 

kesejahteraan rakyat.  

d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan 

pengawasan sumber daya kelautan. 

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya 

kelautan. 
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f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported and 

Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan 

perikanan. 

2. Agenda/Nawa Cita ke-4: 

Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan Illegal/IUU Fishing 

a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan. 

b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 

c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap. 

d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.  

3. Agenda/Nawa Cita ke-6: 

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui 

Peningkatan Hasil Perikanan 

a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan. 

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan. 

c. Penyempurnaan tata kelola perikanan. 

d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan. 

4. Agenda/Nawa Cita ke-7: 

Sub Agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan 

a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan 

dan gizi. 

b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi. 

c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan. 

Sub Agenda: Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 

a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 

nelayan dan masyarakat pesisir. 

b. Penyediaan data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) 

dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. 

c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut. 

d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan 

dan budaya bahari. 

e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.  
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Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita selanjutnya dituangkan 

dalam Quick Wins dan Program Lanjutan lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. 

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN  

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan 

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 ditetapkan dengan 

memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yakni SDM, sektor unggulan, dan 

kewilayahan. Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, yang 

penjabarannya dilaksanakan KKP dengan pendekatan fungsi/bisnis proses mulai dari hulu 

sampai hilir, peran KKP yang dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta 

tugas KKP dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional/Nawa Cita. 

Arah kebijakan KKP disusun menjabarkan 3 misi pembangunan, yang pelaksanaannya akan 

berbasis pada komoditas, ekosistem, dan kewilayahan, yang akan dipercepat dengan 

peningkatan koordinasi dan sinergi lintas K/L terkait dan penguatan peran Pemerintah 

Daerah. 

Arah kebijakan KKP tahun 2015-2019 adalah: 

a. Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Arah kebijakan ini 

sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita ke-1 dan ke-4, serta menjabarkan misi 

KKP yang terkait dengan kedaulatan. 

b. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber dayakelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 

dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan keberlanjutan. 

c. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha 

kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa 

Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan kesejahteraan. 

d. Mengembangkan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif. Arah kebijakan ini 

ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan 3 misi yakni kedaulatan, keberlajutan, dan 

kesejahteraan. 

e. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. 

Arah kebijakan ini ditetapkan sejalan dengan program Reformasi Birokrasi. 
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Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan langkah operasional yang 

akan ditempuh adalah: 

1. Memberantas Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, dilaksanakan dengan 

strategi: 

a. Memperkuat pelaksanaan kerangka regulasi 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) review kerangka regulasi 

pembangunan kelautan dan perikanan serta formulasi dan harmonisasi, termasuk 

peningkatan kapasitas legal drafter, (2) pengembangan sistem perlindungan nelayan 

tradisional, pembudidaya skala kecil, dan masyarakat kelautan dan perikanan, dan (3) 

diseminasi dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kerangka regulasi. 

b. Menata sistem perizinan usaha perikanan 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengkajian stok sumber daya ikan di 

11 WPPNRI, (2) penyiapan basis data potensi SDI dan perizinan usaha yang diterbitkan, 

(3) penerapan manajemen kuota penangkapan ikan, (4) pengelolaan sistemperizinan dan 

peningkatan efektivitas perizinan yang akuntabel dan transparan dengan prinsip 

berkelanjutan, (5) monitoring dan pengembangan sistem perizinan sesuai dengan 

ketentuan internasional, (6) pengembangan model dan mekanisme partisipasi publik 

dalam proses perencanaan, monitoring, dan kepatuhan dalam pelaksanaan perizinan usaha 

perikanan, dan (7) pengembangan armada perikanan nasional. 

c. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengkajian dan penghitungan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber daya perikanan, (2) pengembangan sistem 

monitoring dan pelaporan kapasitas penangkapan ikan, dan (3) pengkajian sumber 

penerimaan baru dari sumber daya kelautan dan perikanan dengan prinsip berkelanjutan. 

d. Meningkatkan kapasitas pengawasan  

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan koordinasi dan 

kerjasama dengan arapat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, (2) pengembangan 

sistem pengawasan dan pemantauan berbasis informasi dan teknologi, (3) pengembangan 

sarana dan prasarana pengawasan, (4) penguatan kelembagaan Satuan Tugas 

Pemberantasan dan Penanggulangan IUU Fishing, (5) peningkatan kapasitas SDM dan 

kelembagaan pengawasan, (6) peningkatan kepatuhan (compliance) pelaku usaha 
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kelautan dan perikanan, (7) penguatan kerjasama regional dan internasional, (8) 

pemberian sanksi yang tegas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun 

korporasi yang melakukan pelanggaran, dan (9) penguatan pengawasan di wilayah 

perbatasan. 

2. Meningkatkan Kemandirian dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 

secara Berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi dan langkah operasional sebagai 

berikut : 

a. Memperkuat sistem pengelolaan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 

Republik Indonesia (WPPNRI) 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) penetapan Rencana Pengelolaan 

Perikanan (RPP) di setiap WPPNRI, (2) penguatan kelembagaan pengelola WPPNRI, 

termasuk revitalisasi Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Perikanan (FKPPS), (3) pengaturan penggunaan alat tangkap dan alat bantu 

penangkapan, (4) pengembangan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang 

ramah lingkungan, (5) peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi 

perikanan regional (Regional Fisheries Management Organization), (6) penguatan 

kerjasama antar instansi terkait dan kerjasama regional dan internasional, (7) 

penguatan pengawasan di WPP, dan (8) penguatan peran basis data termasuk 

penyempurnaan data statistik, pengembangan observer, penguatan log book 

penangkapan ikan, serta penguatan data kapal perikanan. 

b. Meningkatkan perlindungan jenis ikan tertentu. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) larangan ekspor benih ikan 

tertentu, (2) larangan penangkapan jenis ikan tertentu, (3) perlindungan spawning 

ground dan nursery ground, (4) konservasi jenis ikan tertentu, dan (5) pengawasan 

peredaran dan perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan dilarang.  

c. Penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) penyusunan rencana tata ruang 

laut nasional, (2) penyusunan rencana zonasi kawasan laut, wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil, dengan prioritas pada rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana 

zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, 

dan (3) pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
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d. Rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan kawasan konservasi. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) rehabilitasi wilayah pesisir dan 

di sentra produksi perikanan, (2) pengendalian pencemaran, mitigasi bencana dan 

adaptasi dampak perubahan iklim, (3) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan 

konservasi perairan, (4) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan dampak 

perubahan iklim, dan (5) pengawasan kawasan konservasi perairan. 

e. Mendayagunakan pulau-pulau kecil. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengembangan ekonomi di 

pulau-pulau kecil terluar, (2) pengembangan kawasan ekowisata maritim, (3) 

pengembangan kawasan pembangunan kelautan dan perikanan terintegrasi di pulau 

prioritas, dan (4) mendorong penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke 

PBB.  

3. Meningkatkan Pemberdayaan, Daya Saing, Kemandirian, dan Keberlanjutan Usaha 

Kelautan dan Perikanan 

a. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing usaha 

kelautan dan perikanan 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan produksi perikanan 

yang bermutu dan bernilai tambah untuk mencapai tingkat pasar premium, (2) 

pengembangan usaha garam menuju swasembada garam nasional, (3) pengembangan 

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), (4) pengembangan Sistem Informasi Nelayan 

Pintar, (5) pengembangan sistem karantina ikan, (6) pengembangan sistem 

penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, (7) pengembangan akses pasar dan 

market intellegence, (8) pengembangan sistem penyangga harga ikan, rumput laut, 

dan garam, (9) pengembangan sentra perikanan terpadu yang diintegrasikan dengan 

kawasan minapolitan, (10) pembangunan pasar ikan terintegrasi, (11) pengembangan 

komoditas ekspor, (12) peningkatan konsumsi ikan dan gizi masyarakat, (13) 

pengembangan sentra kuliner berbasis ikan, (14) pengembangan produk kelautan dan 

perikanan, (15) pengembangan pelabuhan perikanan yang mendukung konektivitas tol 

laut, (16) penguatan sistem pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan di sentra 

produksi, (17) pengembangan sarana prasarana di sentra produksi, (18) peningkatan 
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kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan (19) pengembangan Maluku sebagai 

Lumbung Ikan Nasional. 

b. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan. 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan kapasitas dan 

efisiensi usaha, (2) pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) perikanan, (3) 

penguatan kelembagan kelompok masyarakat, (4) pengembangan pakan mandiri, (5) 

penerapan teknologi anjuran yang ramah lingkungan, (6) pengembangan konversi 

BBM ke BBG untuk kapal nelayan, (7) pemberdayaan perempuan dalam 

pengembangan usaha, (8) peningkatan akses permodalan, (9) pengembangan mata 

pencaharian alternatif, dan (10) penciptaan wira usaha baru. 

4. Mengembangkan SDM yang Kompeten dan IPTEK yang Inovatif 

a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM kelautan dan perikanan 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) peningkatan kapasitas SDM KP 

berbasis kompetensi dan penciptaan SDM baru terampil dan ahli, (2) peningkatan 

keterampilan masyarakat dalam penerapan IPTEK dan teknologi tepat guna, (3) 

pemberian akses pendidikan bagi anak pelaku utama di satuan pendidikan lingkup 

KKP, (4) penyelenggaraan program pendidikan vokasi bidang KP dengan pendekatan 

teaching factory, (5) peningkatan jumlah dan kapasitas kelembagaan pendidikan KP 

sebagai pusat rujukan dan lembaga sertifikasi SDM KP, (6) peningkatan kerjasama 

kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengkayaan/pemanfaatan sumber belajar, 

(7) penguatan kelembagaan dan kerjasama untuk peningkatan kapasitas SDM KP, (8) 

pengembangan materi uji kompetensi keahlian bidang KP, (9) pengembangan budaya 

dan wawasan bahari (maritim), (10) pengembangan Politeknik Kelautan dan 

Perikanan, (11) pengembangan karakter menjadi nelayan hebat dan pembudidaya ikan 

mandiri, dan (10) pengembangan technopark melalui inkubator kewirausahaan KP. 

b. Mengembangkan IPTEK kelautan dan perikanan yang inovatif 

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) pengembangan kerjasama 

pemanfaatan hasil litbang KP oleh Unit Kerja Eselon I KKP, K/L terkait, Pemerintah 

Daerah, masyarakat, serta industri, (2) pengembangan road map litbang KP nasional, 

antara lain dengan penguatan jejaring perguruan tinggi yang memiliki jurusan KP 

untuk pemetaan sumber daya litbang KP dan pengembangannya, (c) penguasaan dan 
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inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan 

strategis, (d) pengembangan sistem informasi induk dan benih serta penyediaan calon 

induk dan benih unggul untuk masyarakat, (e) peningkatan dukungan IPTEK bagi 

keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam antara lain melalui kegiatan 

eksplorasi biota laut, pengembangan bioteknologi, serta pengembangan IPTEK untuk 

masyarakat (IPTEKMAS), (f) pengembangan pusat data dan informasi ilmiah 

kelautan nasional, (g) percepatan dan perluasan penerapan dan alih teknologi hasil 

inovasi, dan (h) pengembangan technopark berbasis perikanan rakyat. 

5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel 

a. Meningkatkan kinerja organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP.  

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (1) penataan kelembagaan, (2) 

penyiapan peraturan perundang-undangan, (3) penerapan manajemen kinerja melalui 

penerapan metode Balanced Score Card (BSC) dan pelaksanaan Penganggaran 

Berbasis Kinerja (PBK), (4) integrasi sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah 

dan peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja KKP, (5) penerapan 

manajemen ASN yang transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan 

profesionalisme, (6) pengembangan budaya kerja, (7) peningkatan penerapan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), (8) penerapan sistem pengawasan internal 

yang profesional dan sinergis, dan (9) peningkatan efektivitas implementasi 

pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

b. Meningkatkan kualitas data dan informasi serta kualitas pelayanan publik 

Langkah operasionalyang akan dilakukan adalah (1) transparansi dan modernisasi 

sistem data dan informasi perikanan (open government policy), (2) penguatan data 

statistik kelautan dan perikanan, (3) peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

penguatan manajemen pengendalian kinerja pelayanan publik, dan (4) penerapan e-

government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern. 

2. Quick Wins dan Program Lanjutan 

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dituangkan dalam Quick Wins 

dan Program Lanjutan lainnya, yang ditugaskan kepada setiap K/L. Quick Wins merupakan 

langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang 
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arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan 

partisipasi masyarakat. 

Program Quick Wins yang menjadi tugas KKP tahun 2015-2019 antara lain: 

a. Membangun Gerakan Nelayan Hebat, antara lain melalui (1) pengembangan armada 

penangkapan ikan 30 GT di wilayah perbatasan sebanyak 25 unit per tahun, (2) 

pembangunan cold storage di 100 sentra nelayan dalam rangka Sistem Logistik Ikan 

Nasional (SLIN), (3) pengembangan sistem Informasi Nelayan Pintar di 100 sentra 

nelayan, (4) jaminan pasokan BBM untuk nelayan (berkoordinasi dengan Kementerian 

ESDM untuk pasokan ke SPDN dan relokasi BBM ke BBG), dan (5) sertifikasi Hak atas 

Tanah Nelayan/Pembudidaya sebanyak 30.000 bidang per tahun. 

b. Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan, antara lain melalui (1) 

penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk 20.000 pembudidaya sampai 

tahun 2019, (2) penjaminan mutu benih di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan unit 

pembenihan lainnya pada 900 unit pembenihan sampai tahun 201, (3) pengembangan 

100 Kebun Bibit rumput laut dengan kultur jaringan sampai tahun 2019, (4) penerapan 

teknologi biofloc budidaya lele dan patin di 24 lokasi sampai tahun 2019. 

c. Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan PANTURA Jawa, antara lain melalui (1) 

penanaman mangrove 3 juta batang per tahun sampai tahun 2018, (2) pembangunan 

sabuk pantai 7,5 km sampai tahun 2016, dan (3) pembangunan rekayasa hybrid 25 km 

sampai tahun 2016. 

d. Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari Hasil Laut, melalui 

i. Lomba bazar aneka masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun, 

ii.  Lomba inovasi menu masakan hasil laut di 35 lokasi per tahun, dan (3) Pendirian dan 

penataan 25 sentra kuliner masakan hasil laut di kota pesisir sampai 2019. 

e. Pencanangan pembangunan 24 techno park berbasis perikanan rakyat. 

f. Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan, melalui peningkatan 

operasional kapal pengawas (minimal 210 hari layar pada tahun 2015 dan 280 hari per 

tahun mulai tahun 2016 sampai 2019). 

g. Pengembangan kawasan ekowisata maritim melalui (1) pengembangan 6 sentra wisata 

bahari berbasis pulau kecil sampai 2019, dan (2) partisipasi dalam Pekan Wisata 

Maritim (berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata). 
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h. Realokasi subsidi solar menjadi BBG ke nelayan, yaitu Penyediaan BBG untuk 600.000 

nelayan sampai 2019 (berkoordinasi dengan Kementerian ESDM). 

Di samping Quick Wins, terdapat program lanjutan lainnya yang menjadi tugas KKP antara 

lain: 

a. Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta 

ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra perikanan terpadu dan penerapan best 

aquaculture practices, melalui (1) pengembangan 100 sentra nelayan terpadu dan 

pengembangan 1.000 (seribu) kawasan sentra/kampung nelayan sampai tahun 2019, (2) 

pengembangan budidaya laut di keramba jaring apung (KJA), pengembangan pakan 

mandiri, pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya, (3) pengembangan 100 

sentra perikanan terpadu sampai tahun 2019, (4) penguatan sarana prasarana distribusi 

hulu-hilir hasil perikanan, (5) stock assesment, pemetaan marikultur, pengembangan 

IPTEKMAS, dan penggunaan citra radar satelit untuk penanggulangan IUU fishing, (6) 

penerapan integrated quarantine and safety control mechanism dan biosecurity, 

pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), dan penerapan Hazard Analysis 

Critical Control Point (HACCP), (7) pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung 

peningkatan produksi, serta pendidikan untuk penambahan peserta didik dan 

pengembangan. Politeknik Kelautan dan Perikanan, (8) peningkatan kualitas dan 

produksi usaha garam rakyat menuju swasembada garam industri, dan (9) penguatan 

Decision Support System (DSS) dan pengembangan kapasitas kelembagaan, serta (10) 

peningkatan pengawasan pelaksanaan program pembangunan. 

b. Pemberantasan IUU fishing, melalui (1) pengembangan sarana prasarana pengawasan 

(kapal pengawas dan sarana pengawasan lainnya) dan (2) penguatan kelembagaan 

pengawas dan peningkatan pengawasan SDKP.  

c. Rehabilitasi kerusakan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, penataan 

ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan di pulau-pulau 

kecil terluar (PPKT), melalui (1) rehabilitasi ekosistem, (2) pengembangan kawasan 

konservasi perairan, (3) pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan dan jenis ikan, 

(4) penataan ruang dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (5) 

pengembangan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terluar. 
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3.  Pengarusutamaan dan Pengembangan Kewilayahan 

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga terkait dengan 

pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang, yakni (1) pengarusutamaan pembangunan 

berkelanjutan, (2) pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, (3) pengarusutamaan 

gender (PUG), serta (4) pembangunan lintas bidang sumber daya alam dan lingkungan 

hidup. Pengarusutamaan gender akan dilakukan antara lain melalui penerapan perencanaan 

dan penganggaran responsive gender (PPRG), penguatan kelembagaan PUG di KKP, 

penyiapan roadmap PUG, penyusunan data terpilah, pengembangan statistik gender, 

sinkronisasi dengan pemerintah daerah, pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi 

antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah. 

Pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang (2015-2019) akan difokuskan pada 

upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan 

mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, 

Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum 

pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Kerangka pengembangan wilayah untuk 

mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah di sektor kelautan dan perikanan 

adalah sebagai berikut: 

1. Percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama 

pertumbuhan dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Pengembangan 

kawasan/sentra perikanan terpadu diprioritaskan di kawasan Minapolitan dengan 

mendorong industrialisasi untuk mengolah bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai 

tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru. 

2. Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis maritim (kelautan) dengan 

memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, antara lain melalui 

pengembangan kawasan wisata bahari. 

3. Peningkatan investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta akan dioptimalkan pada 

kawasan/sentra perikanan terpadu untuk memicu dampak penggandanya (multiplier 

effect) pada daerah sekitarnya. 

4. Peningkatan pembangunan ekonomi di kawasan/sentra perikanan terpadu tersebut, harus 

tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan 
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keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat 

diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan 

masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan. 

5. Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK kelautan dan perikanan untuk mendukung 

pengembangan kawasan/sentra perikanan terpadu. 

6. Dari sisi regulasi, KKP secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan 

meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor, antara 

lain dengan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap beberapa peraturan yang 

menghambat pelaksanaan investasi. 

7. Penetapan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota.  

Secara nasional, pengembangan wilayah didasarkan pada potensi keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif daerah, serta posisi geografis strategis di masing-

masing pulau. Adapun tema pengembangan wilayah di setiap pulau yang terkait dengan sektor 

kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut : 

a. Pembangunan Wilayah Pulau Papua: percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman 

melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari. 

b. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku: produsen makanan laut dan lumbung ikan 

nasional; percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui 

pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; pariwisata bahari. 

c. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara: penopang pangan nasional dengan 

percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui 

pengembangan industry perikanan, garam, dan rumput laut. 

d. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi: percepatan pembangunan ekonomi berbasis 

maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari. 

e. Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan: menjadikan Kalimantan sebagai salah satu 

lumbung pangan nasional. 

f. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali: percepatan pembangunan ekonomi berbasis 

maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. 

g. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera: percepatan pembangunan ekonomi berbasis 

maritim melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.  
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Pengembangan kewilayahan akan difokuskan pada pengembangan lokasi-lokasi 

Minapolitan. Pengembangan konsep Minapolitan ditujukan pada kawasan yang memiliki 

potensi dan telah mengembangkan komoditas yang dapat memberikan dampak yang besar 

bagi peningkatan perekonomian lokal. Peningkatan kawasan Minapolitan dilakukan antara 

lain melalui peningkatan skala ekonomi, integrasi huluhilir, branding produk kelautan dan 

perikanan, pengolahan nir limbah, memperhatikan market driven, dan lain-lain. Di samping 

itu, akan ditingkatkan fasilitasi kepastian usaha dari aspek legal, seperti komitmen daerah 

dalam kerangka regulasi dan kelembagaan (RTRW, Rencana Induk, RPIJM, pembentukan 

POKJA, dll). Peningkatan integrasi dan sinergi kegiatan lintas unit kerja eselon I KKP, 

lintas K/L, dan pusat daerah menjadi perhatian ke depan. 

Selama periode 2015-2019. KKP akan mengembangkan 100 sentra perikanan terpadu, 

sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah, dengan mengintegrasikan antar pendekatan 

sektoral dengan regional. Hal yang sama akan dilakukan di lokasi prioritas lainnya berbasis 

gugus pulau seperti di Simeulu, Natuna, Tahuna/Sangihe, Saumlaki, dan Merauke, serta 

lokasi strategis lainnya. Di samping itu, akan dilakukan pembangunan kelautan dan 

perikanan di Provinsi Maluku dalam rangka mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan 

Nasional, yang akan difokuskan pada pengembangan klaster-klaster dan pemulihan stok 

sumber daya ikan tuna. 

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antar daerah diperlukan 

untuk: (1) memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) 

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, 

antar waktu, antar fungsi pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik di pusat maupun di daerah; 

(4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta (5) 

meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan. 
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3.3 ARAH  KEBIJAKAN DAN STRATEGI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM 

DARATAN  

1. Arah Kebijakan Penelitian 

Arah kebijakan penelitian BRPPUPP Palembang hingga tahun 2019 adalah penelitian 

untuk menghasilkan nilai potensi sumberdaya perikanan perairan umum daratan. Parameter 

utama yang akan dievaluasi yaitu stok ikan, potensi produksi, potensi lestari dan tangkapan ikan. 

Keempat faktor yang ada diharapkan dapat memberikan masukan berupa infomasi dan kajian 

ilmiah mengenai: 

a. Kajian stok ikan akan menggambarkan jumlah dan jenis ikan pada area yang diteliti.  

b. Kajian potensi produksi akan menggambarkan kemampuan perairan untuk menghasilkan 

ikan, juga menggambarkan peluang pemanfaatan relung ekologi untuk penebaran.  

c. Potensi lestari akan menggambarkan seberapa besar ikan yang dapat dimanfaatkan agar tetap 

lestari.  

d. Tangkapan ikan-ikan oleh nelayan akan menggambarkan seberapa besar ikan yang sudah 

tertangkap oleh nelayan.   

Keempat parameter utama tersebut merupakan landasan dalam pengelolaan perikanan 

tangkap di perairan umum daratan. Dari keempat parameter diharapkan BRPPUPP dapat 

memberikan rekomendasi konkrit suatu wilayah PUD dalam kerangka pengelolaan yang 

berkesinambungan dan kegiatan perikanan yang berkelanjutan kepada stakeholder yang 

bersinergi.  

Paket teknologi/kebijakan pola pengelolaan perikanan perairan umum disusun 

berdasarkan komponen penelitian jangka pendek dan menengah untuk mencapai sasaran 

ñSumber daya perikanan perairan umum yang dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan 

yang akan datang untuk pangan, estetika, ilmu pengetahuan dan obat-obatanò. Langkah-langkah 

pengelolaan perikanan perairan umum tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.  

Perikanan secara keseluruhan digambarkan oleh adanya tiga komponen sinergitas utama 

yaitu Lingkungan perairan habitat ikan, Sumber daya ikan, dan pemanfaatan sumberdaya 

perikanan. Dari ketiga komponen ini diperlukan adanya instrument pengukur yang bersumber 

dari penelitian berupa data dan informasi. Data dan informasi tersebut bersumber dari 3 

permasalahan utama dalam pengelolaan PUD khusunya yaitu:  
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a. Degradasi lingkungan yaitu riset ditujukan dalam menuju konservasi sumber daya, 

bioremidiasi, dan restorasi ekosistem.  

b. Penangkapan yang tidak bijaksana yaitu dengan pengaturan penangkapan, dan 

pengkayaan stok.  

c. Persaingan pemanfaatan perairan umum yaitu dengan tata ruang, kelembagaan, peraturan/ 

perundangan, pendidikan dan penyuluhan.  

 

Gambar 5. Bagan alir langkah-langkah pengelolaan perikanan perairan umum. 

 

2.  Program Kegiatan Penelitian. 

Sumberdaya perikanan perairan umum daratan bersifat unik (spesifi k), tergantung lokasi 

geografisnya; dimanfaatkan oleh berbagai sektor pemanfaat (pertanian, pekerjaan umum, 

pertambangan, kehutanan, perikanan, perhubungan dan pariwisata) sehingga dalam pemanfaatan 

dan pengelolaannya harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki serta sektor-sektor yang 

terlibat. Secara geografis perairan umum daratan Indonesia dapat dibedakan atas perairan yang 

berada di Paparan Sahul, Kawasan Wallacea dan Paparan Sunda. Perairan umum daratan yang 

berada di tiga kawasan yang berbeda tersebut terdiri dari empat tipe ekosistem yaitu ekosistem 

sungai dan rawa banjiran, danau, waduk, dan rawa. Keempat tipe ekosistem tersebut mempunyai 
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karakteristik yang berbeda baik faktor biotik maupun abiotiknya. Oleh karena itu, dalam 

pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya ikan di ke tiga kawasan dan ke empat tipe 

ekosistem tersebut akan berbeda pula. Untuk keperluan tersebut, penetapan Kawasan 

Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan (KPP-PUD) adalah sangat penting dilakukan 

(Gambar 5). 

 

 

Gambar 6. Pembagian Kawasan Pengelolaan Periakanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) 

Indonesia. 

 

Fokus kegiatan penelitian BRPPUPP Palembang hingga tahun 2019 adalah melakukan 

kajian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan, yang meliputi sungai, danau, waduk 

dan rawa. Kajian potensi sumberdaya ikan meliputi pendugaan stok ikan, potensi produksi, 

potensi lestari dan tangkapan ikan. Wilayah penelitian PUD mengacu pada konsep Kawasan 

Pengelolaan PerikananïPerairan Umum Daratan (KPP PUD). 

Ekosistem dan interaksinya dalam KPP PUD sendiri sangat kompleks dan beragam. Seperti 

dijelaskan di awal bahwa perairan umum terdiri dari beberapa tipe ekosistem yaitu sungai, rawa 

banjiran, waduk, danau dan estuaria. Setiap ekosistem memiliki ke khusunya dan ciri khas yang 

berbeda dari satu hal dengan hal yang lain. 

 

  




